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KATA PENGANTAR

atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga

penulisan karya ini yang berjudul "Kebijakan
Pendidikan Inklusif (Dari Gagasan Hingga Aksi)” dapat
terselesaikan dengan baik. Penulisan ini merupakan
bagian dari upaya untuk menyuarakan pentingnya
kebijakan yang adil dan berpihak pada semua peserta
didik, tanpa terkecuali.

P uji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT

Pendidikan inklusif telah menjadi isu yang semakin
mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun
global. Gagasan bahwa setiap anak, tanpa memandang
kondisi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, memiliki
hak yang sama untuk mengakses pendidikan, telah
menjadi bagian penting dari pergerakan menuju keadilan
sosial dalam sistem pendidikan.

Namun, di balik gagasan yang ideal tersebut,
pelaksanaan pendidikan inklusif sering kali masih
menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk
kebijakan yang belum memadai, keterbatasan
infrastruktur, maupun kurangnya pemahaman para
pemangku kepentingan. Di sinilah pentingnya analisis
kebijakan dilakukan secara kritis dan mendalam.
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Tulisan ini  berupaya mengupas bagaimana
kebijakan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun
daerah, telah merespons tuntutan akan pendidikan
inklusif.  Analisis  dilakukan dengan pendekatan
multidisipliner untuk melihat sejauh mana kebijakan yang
ada mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta
didik, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Penulis menyadari bahwa kebijakan bukan sekadar
dokumen administratif, melainkan instrumen penting yang
menentukan arah dan kualitas layanan pendidikan. Oleh
karena itu, kebijakan pendidikan inklusif perlu dikaji secara
objektif, disandingkan dengan realitas di lapangan, serta
dirancang dengan melibatkan semua pihak terkait,
termasuk komunitas difabel, guru, orang tua, dan
pemerhati pendidikan.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca
untuk tidak hanya melihat pendidikan inklusif sebagai
kewajiban moral, tetapi juga sebagai investasi sosial
jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi
pembangunan bangsa. Negara yang besar adalah negara
yang mampu memberi ruang bagi seluruh warganya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal.

Harapan penulis, karya ini dapat menjadi referensi
dan inspirasi bagi para pengambil kebijakan, akademisi,
dan praktisi pendidikan yang peduli terhadap terwujudnya
sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Semoga
tulisan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan
yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan
semua peserta didik.
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Tidak lupa, penulis membuka ruang kritik dan saran
yang membangun dari para pembaca. Semoga karya ini
memberikan manfaat yang nyata, serta menjadi pemantik
diskusi dan kolaborasi lebih lanjut dalam memajukan
pendidikan inklusif di Indonesia.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan
kontribusi dalam upaya membumikan nilai-nilai inklusivitas
dalam kebijakan pendidikan. Selamat membacal!

Enrekang, Juni 2025

Penulis
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lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2011. Setelah
itu, melanjutkan program Magister (S2) di Program
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada
Program Studi Manajemen Pendidikan atas sponsor
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan berhasil
lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2014.
Selanjutnya pada tahun 2016 kembali melanjutkan
pendidikan pada Program Doktor (S3) di Pascasarjana
Universitas Negeri Malang (UM) pada Program Studi
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Manajemen Pendidikan dengan sponsor dari Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan melalui Beasiswa Unggulan
Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI DN) dan berhasil
lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2020.

Penulis yang menikah dengan Arniati Amir, S.Pd. dan
dikaruniai empat orang buah hati, Muh. Rusyd Alfath
Baharuddin, Fathin el-Fakhirah Baharuddin, Delizha Az-
Dzikra Baharuddin dan Khalisa Agniyah Baharuddin,
disamping menjadi akademisi juga aktif dalam kegiatan
Organisasi Pelajar, Organisasi Kemasyarakatan dan
Pemuda (OKP) serta organisasi profesi, baik sebagai
pengurus maupun anggota. Beberapa organisasi yang
pernah dicicipinya antara lain Praja Muda Karana
(Pramuka), Palang Merah Remaija, Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS), Pelajar Islam Indonesia (Pll), Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ilkatan Keluarga
Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, Pemuda
Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Muslim
Pascasarjana (HIMMPAS), Badan Komunikasi Pemuda
Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI), dan Muhammadiyah, serta
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Pengalaman kerja antara lain sebagai Dosen di
Universitas Muhammadiyah Enrekang sejak tahun 2011.
Selanjutnya untuk  mengembangkan  kompetensi
profesionalnya, pada tahun 2012 berkesempatan
mengikuti program Intership/Magang Dosen Muda
bersama 150 dosen muda se Indonesia selama 5 bulan
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yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RIl. Kemudian, Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Enrekang Periode 2018-2023.

Selain itu, juga menjadi founder beberapa lembaga
diantaranya Lembaga Peduli Pendidikan Massenrempulu
(LP2M), Pusat Studi Manajemen dan Kepemimpinan
Pendidikan (PSMKP), dan Research Institute (RI). Penulis
juga aktif menulis buku, menulis artikel dan opini serta
mengikuti kegiatan seminar dan konferensi baik tingkat
regional, nasional, maupun internasional.
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Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si. lahir
di Curio, Kab. Enrekang pada
tanggal 10 Oktober 1969

merupakan akademisi
Universitas Muhammadiyah
Enrekang (UNIMEN).
Petualangan pendidikan

dimulai saat duduk dibangsu
SDN 91 Sumbang pada tahun
1981, kemudian SMP Negeri
Belajen, dan MA Muhammadiyah Kalosi. Pendidikan
Sarjana (S1) diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar pada
Jurusan Peradilan Agama Tahun 1992, Magister (S2) di
Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan |limu
Komunikasi Tahun 2005 dan Doktor (S3) di Universitas
Negeri Makassar pada Jurusan Ilimu Administrasi Publik
Tahun 2022.

Sebelum menjadi seorang akademisi, dirinya aktif dalam
berbagai macam  organisasi kepemudaan dan
kemasyarakatan antara lain OSIS, l|katan Mahasiswa
Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan
Pelajar Mahasiswa Massenrempulu, Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Curio hingga Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten Enrekang. Di organisasi
profesi, tercatat sebagai anggota aktif pada Asosiasi
Dosen Indonesia, ADPERTISI, Relawan Jurnal Indonesia
dan APTISI.

Ayah tiga akan ini memiliki segudang pengalaman
kepemimpinan, antara lain pernah menjadi Kepala Desa
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Curio, Ketua STKIP Muhammadiyah Enrekang 2 periode
(2011-2020) hingga menjadi Rektor Universitas
Muhammadiyah Enrekang (2020—2024).
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